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Abstrak : Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang berlaku dengan tarif umum dan semua orang telah 
mengetahuinya. Tujuan skripsi ini untuk menganalisis apakah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai telah 
mendapatkan hasil yang efektif lalu hambatan dan serta upaya dalam memecahkan hambatan tersebut, dan juga 
melihat apakah peran pelaporan SPT berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. analisis dilakukan 
dengan cara meminta data dan wawancara.Analisis ini diharapkan bisa membantu masyarakat umum agar lebih  
memahami tentang pajak dan juga agar menyadari kewajibannya dalam membayar pajak. 
 
Kata kunci : Penerimaan PPN, Penerimaan SPT 
 
Abstract: Value Added Tax is a tax that applies to the general rate and everyone already knows. The purpose of this 
thesis to analyze whether the acceptance of the Value Added Tax has been getting effective results and obstacles and 
barriers as well as efforts to solve it, and also see if the role of SPT reporting affect VAT revenues. analysis done by 
requesting data and interviews. Analysis is expected to help the general public better understand about taxes and 
also to be aware of its obligations to pay taxes. 
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I  PENDAHULUAN 
 
Globalisasi seperti ini pajak telah 
dikenal oleh semua orang dan rata-rata telah 
mengerti akan kewajiban pajak dalam membayar 
iuran kepada kas negara, karena pajak 
merupakan salah satu sumber masukan negara 
maka penerimaan pajak harus teratur setiap 
tahunnya. Pada penelitian ini dkhususkan pada 
pajak pertambahan nilai karena pajak 
pertambahan nilai berpengaruh kepada semua 
transaksi produksi, pemasaran, sampai 
distribusinya.  
 
Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Palembang Ilir Barat merupakan salah satu KPP 
yang besar untuk dihitung penerimaan PPNnya, 
karena kebanyakan PKP berada di Ilir Barat. 
Penerimaan PPN di KPP ini masih belum 
mendapatkan hasil yang efektif dan juga 
masyarakat sekitar masih belum mengerti alur 
dari SPT yang dilapor. Dengan menganalisis 
penerimaan PPN ini membantu masyarakat agar 
lebih mengetahui tata cara pelaporan dan 
pengolahan SPT, mengetahui seberapa besar 
penerimaan PPN yang diterima dan mencoba 
mencari cara agar penerimaan PPN terus 
meningkat.  
 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis 
mengambil tema “Analisis Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang 
Ilir Barat.     
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II   LANDASAN TEORI  
 
2.1  Pengertian Pajak Pertambahan Nilai  
 Harnanto (2008,h.521) menyebutkan 
definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai 
berikut:  
 
“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak 
yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena 
Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang 
dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan 
Barang Kena Pajak tidak terwujud dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 
penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam 
Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha 
dan pemanfaataan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan 
atas impor Barang Kena Pajak (BKP) dan ekspor 
Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh 
Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. 
 
 
2.2  Objek Pajak Pertambahan Nilai 
  
 Dalam Pajak Pertambahan Nilai ada 
beberapa barang yang tidak terkena PPN. Objek 
yang dikenakan PPN seperti: 
1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam 
Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
pengusaha. 
2. Impor Barang kena Pajak 
3. Penyerahan JKP yang dilakukan 
didalam Daerah Pabean oleh Pegusaha 
Kena Pajak. 
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari 
luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean 
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean 
6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak 
7. Kegiatan membangun sendiri yang 
dilakukan tidak dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaan oleh orang pribadi atau 
badan.  
 
2.3 Dasar Pengenaan Pajak 
 Menurut Waluyo (2009,h.265) Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP) atau basis perhitungan 
pajak yang terutang pajak pertambahan nilai atas 
Barang dan Jasa Kena Pajak (BKP dan JKP) dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
adalah harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor 
dan nilai impor.  
  
2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
 Menurut Waluyo (2009,h.264) tarif 
Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari 2 yaitu:  
 
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
10% (sepuluh persen) 
 
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas 
ekspor barang kena pajak sebesar 0% 
(nol persen) 
 
2.5       Mekanisme Perhitungan PPN 
Menurut Mardiasmo (2006,h.268) 
Undang-undang PPN 1984 menganut metode 
kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam 
metode ini PPN dikenakan atas penyerahan BKP 
atau JKP oleh PKP. PPN dipungut secara 
bertingkat pada setiap jalur produksi dan 
distribusi.  
 
Unsur pengenaan pajak berganda atau 
pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari 
dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan 
pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk 
melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana 
yang digunakan adalah faktur pajak (metode 
faktur pajak). 
 
2.6 Cara Menghitung PPN 
Menurut Mardiasmo (2006,h.269) Cara 
menghitung PPN adalah sebagai berikut: 
 
PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak  
 
III METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1  Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian deskriptif yang berarti suatu metode 
penelitian yang ditunjukkan untuk 
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 
yang berlangsung pada saat ini atau saat yang 
lampau. Dengan objek penelitian di KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat dengan subjek 
Pajak Pertambahan Nilai, dan dengan informan 
kunci karyawan KPP bagian PPN. 
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3.2  Jenis Data 
 Jenis data yang digunakan berupa data 
primer dan data sekunder. Dengan data primer 
yang didapat dari wawancara kepada karyawan 
KPP, dan dengan data sekunder yaitu target dan 
realisasi PPN yang diterima KPP dari tahun 
2007-2011. 
 
3.3  Metode Pengumpulan Data 
 Data dikumpulkan dengan cara metode 
wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara 
untuk mendapatkan data primer yang berupa 
hambatan dalam penerimaan PPN dan upaya apa 
saja yang telah dilakukan selama ini,selain 
wawancara juga dengan cara meninjau atau 
mengamati tata cara pengolahan dan penerimaan 
SPT. Studi kepustakaan digunakan untuk 
mencari metode-metode atau teori-teori yang 
mendukung dalam menyelesaikan masalah. 
 
 
IV  HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum KPP 
 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Palembang Ilir Barat merupakan KPP yang telah 
menggunakan sistem administrasi perpajakan 
modern yang terletak di jalan Tasik kambang 
iwak Palembang.  
Visi KPP ini menjadi KPP yang 
Berintegritas Tinggi dan Bekerja Secara 
Profesional dalam Memberikan Pelayanan 
Terbaik. Selain visi KPP ini juga meniliki misi 
yaitu menghimpun Penerimaan Negara Demi 
Terwujudnya Kemandir ian Bangsa dengan 
Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan. 
KPP ini memiliki tugas pokok yaitu tugas 
dalam tugas melaksanakan penyuluhan, 
pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di 
bidang PPh, PPN, PPnBM, PajakTidak 
Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. KPP ini dipimpin oleh seorang 
kepala kantor yang membawahi seorang kepala 
subbagian umum, 9 orang kepala seksi, dan 2 
kelompok jabatan fungsional dimana pada setiap 
bagian memiliki tugas pokok dan fungsi yang 
berbeda-beda.  
 
4.2  Hasil penelitian 
1. Prosedur Penerimaan SPT dan 
Pengolahan SPT masa PPN di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir barat. 
 Prosedur atau tata cara dalam 
penerimaan dan pengolahan SPT 
masa PPN terbagi menjadi 9 bagian 
mulai dari Wajib Pajak, Petugas 
Penerima SPT, Petugas TPT, 
Pelaksana Sesi Pelayanan/Satgas, 
Kepala Seksi Pelayanan, Account 
Representative, Kepala Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi, Seksi 
Pengolahan Data dan Informasi, 
Kepala Kantor Pelayanan dengan 
tugas yang berbeda-beda dari setiap 
bagian.  
 
 Tugas-tugas tersebut dapat 
dilihat dalam flowchart dibawah ini: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : KPP Pratama Ilir Barat Palembang   
 
Gambar 4.2 Tata Cara Penerimaan 
dan Pengolahan SPT Tahunan 
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2. Penerimaan Pajak Penghasilan Nilai 
(PPN) 
 Penerimaan PPN di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Palembang Ilir Barat bisa dilihat 
dari realisasi dan target penerimaan 
PPN dalam 5 tahun terakhir mulai 
dari tahun 2007 sampai 2011 bisa 
dilihat ditabel dibawah ini: 
 
 
         Tabel 4.1 
         Target dan Realisasi  
      Pajak Pertambahan Nilai dalam Negeri 
                  Tahun Anggaran 2007-2011 
 
Sumber : Data Diolah Penulis, 2012 
 
3. Hambatan dalam Penerimaan Pajak 
Penghasilan Nilai (PPN) dan Upaya 
dalam Menyelesaikan Hambatan 
 Hambatan yang ditemui dalam 
penerimaan PPN yaitu karena 
tingkat inflasi yang tinggi, 
kurangnya kesadaran masyarakat 
akan pajak, pengeluaran dari 
pembelanjaan bendaharawan 
pemerintah, dll.  
 
 Upaya yang dilakukan oleh 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Palembang Ilir Barat dalam 
meningkatkan penerimaan PPN saat 
ini dengan cara melakukan 
sosialisasi pajak ataupun pelatihan. 
 
 
 
 
 
4.3  Pembahasan 
 
1. Prosedur Penerimaan SPT dan 
Pengolahan SPT Masa PPN di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir 
barat. 
Berdasarkan Flowchart digambar 
4.2 dan tugas-tugas yang dilakukan oleh 
setiap karyawan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Palembang Ilir Barat 
dalam penerimaan SPT. Untuk prosedur 
penerimaan dan pengolahan SPT di KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat telah 
sesuai dengan Peraturan yang diatur 
dalam Peraturan Drijen Pajak nomor 
PER-19/PJ/2009 tentang tata cara 
penerimaan dan pengolahan SPT 
tahunan yang telah diubah menjadi 
PER-48/PJ/2011 sebagai peraturan 
terbaru. 
 
2. Penerimaan Pajak Penghasilan Nilai 
(PPN) 
 Dari tabel 4.1 bisa dilihat bahwa 
penerimaan PPN pada tahun 2007 
sampai tahun 2011 terakhir ini tidak 
menetap. Selama 5 tahun terakhir ini 
terjadi kenaikan dan penurunan terhadap 
penerimaan PPN. Beberapa tahun ada 
yang tidak mecapai hasil yang efektif 
dan ada juga yang mencapai hasil 
efektif. 
 
Setelah dilihat pada tahun 2008 dan 
2010 penerimaan PPN tidak mencapai 
target dikarenakan kondisi ekonomi 
secara makro atau global sedang 
mengalami penurunan. Laju inflasi dapat 
menurunkan minat atau daya beli 
konsumsi dari masyarakat umum. Jika 
masyarakat daya belinya turun maka 
peredaran PPN juga menurun.  
 
Selain itu penyebab menurunnya 
PPN dikarenakan adanya kasus korupsi 
pajak yang terungkap sehingga 
mengakibatkan kepercayaan masyarakat 
berkurang dan menjadi tidak yakin 
untuk membayar pajak. 
 
Tahun 
Rencana 
Penerimaan Realisasi 
2007 112,362,300,000.00 196,682,338,057.00 
2008 121,484,550,000.00 120,318,782,489.00 
2009 123,909,610,000.00 124,917,663,021.00 
2010 164,463,002,327.00 139,960,828,768.00 
2011 201,232,446,990.00 201,511,596,222.00 
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3. Hambatan dalam penerimaan PPN serta 
Upaya dalam mengatasi hambatan 
tersebut. 
Hambatan dalam Penerimaan PPN: 
a. Tingkat inflasi membuat harga mata 
uang menjadi naik dan turun. Dengan 
adanya tingkat inflasi jadi membuat 
daya beli masyarakat atau transakasi 
pembelian yang dilakukan oleh 
masyarakat  menurun secara 
langsung, karena peran masyarakat 
dalam penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai untuk Pengusaha 
Kena Pajak sangat berpengaruh. 
b. Kurangnya pemahaman PKP atau 
Wajib Pajak PPN tentang kewajiban-
kewajiban perpajakan jenis PPN dan 
kesadaran PKP atas membayar pajak 
yang disetorkan untuk negara. 
c. Besarnya nilai PPN yang harus 
disetor (tarif 10%) kadangkala 
membuat PKP menahan setoran PPN 
atau digunakan untuk Tax Planning. 
 Tarif 10% untuk beberapa PKP 
memang bukan hambatan, tetapi 
dengan taarif 10% membuat 
pertumbuhan PPN terhambat 
dikarenakan banyak PKP menyimpan 
PPN atau melakukan Tax Planning 
(perencaan pajak). Sehingga pada 
saat penerimaan PPN kecil PKP tidak 
begitu memperhitungkan dan pada 
penerimaan PPN yang besar  PKP 
bisa meminjam PPN tersebut untuk 
tambahan modal. 
d. Kurangnya kesadaran bahwa 
sebenarnya uang PPN adalah uang 
yang ditanggung oleh konsumen/ 
pembeli yang penyetorannya melalui 
PKP.   
e. Pengeluaran terhadap pembayaran 
yang dilakukan oleh Bendaharawan 
pemerintah 
Pengeluaran terhadap 
pembayaran untuk pemerintah bisa 
menghambat penerimaan PPN 
dikarenakan adanya penahanan 
pembayaran untuk pembayaran 
diakhir tahun. 
 Selain itu ada juga beberapa 
transaksi yang tidak terutang PPNnya 
seperti pembayaran atas penyerahan 
Barang Kena Pajak dan atau Jasa 
Kena Pajak yang menurut ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, 
mendapat fasilitas Pajak 
Pertambahan Nilai tidak dipungut 
dan atau dibebaskan dari pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
pembayaran atas penyerahan Bahan 
Bakar Minyak dan Bukan Bahan 
Bakar Minyak oleh Pertamina dan 
juga pembayaran atas rekening 
telepon 
 
            Upaya dalam mengatasi hambatan:  
1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, 
dan pelatihan tentang perpajakan.  
Melakukan penyuluhan tentang 
pajak seperti menjelaskan tentang 
fungsi pajak dan untuk apa pajak 
dikumpulkan sehingga bisa 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam membayar pajak 
2. Dengan menjaring Pengusaha Kena 
Pajak 
 Mengecek lagi pengusaha yang 
memiliki penghasilan lebih dari 
600juta yang belum dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak 
3. Melakukan Evaluasi atau 
pemeriksaan kantor 
 Memeriksa Kantor dan 
melakukan evaluasi setiap 3 bulan 
sekali atau satu bulan sekali, dengan 
adanya evaluasi bisa memperkecil 
permasalahan yang ada. 
4. Meminta data tambahan untuk 
melakukan pemeriksaan. 
 
V  KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang dianalisis, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa: Tata cara 
penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN 
telah sesuai dengan peraturan Drijen Pajak dan 
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telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Penerimaan PPN dalam jangka waktu 2007-
2011 juga relative stabil hanya pada tahun 2008 
dan 2010 saja yang tidak mencapai target, itu 
dikarenakan inflasi dan juga minimnya 
pengetahuan PKP akan uang pajak upaya yang 
dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan 
juga melihat keadaan ekonomi agar 
perekonomian stabil. 
5.2 Saran 
 Dari pembahasan yang dibahas saran 
penulis untuk penelitian ini adalah dengan 
memperketat dan lebih mengawasi lagi 
karyawan kantor dalam penerimaan dan 
pengolahan SPT, selain itu juga menyediakan 
kotak kritik atau saran sehingga bisa 
menampung aspirasi masyarakat, dan juga 
dengan melakukan sosialisasi pajak keseluruh 
lapisan masyarakat sehingga semua masyarakat 
ingin ikut berpartisipasi dalam pemba gunan 
negara. Selain itu dalam meningkatkan 
penerimaan PPN sebaiknya KPP mencoba 
menjaring PKP yang penghasilannya lebih dari 
600juta sehingga menambah jumlah PKP. Selain 
itu KPP juga bisa memeriksa PKP untuk 
mengingkatkan penerimaan PPN. Memeriksa 
PKP bisa dilakukan dengan cara meminta data 
yang diperlukan kepada instansi-instansi yang 
berhubungan. 
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